L

' BUPATI KARANGANYAR

' PROVINSI JAWA TENGAH

- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR l»bi TAHUN 2017.

TENTANG

'~ PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 70
* TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH =
' SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI KARANGANYAR,

Menlmbang a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menten Dalam Negeri
: Nomor : 188. 31/7810/SJ tanggal 2 November 2017 yang
salah satu substansinya menjelaskan mengenai perubahan
perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah,

dimana berdasarkan hal tersebut maka kemampuan

‘keuangan daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018

ini adalah rendah sehingga Peraturan Bupati Karanganyar

‘Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
'Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana
Operasional lepman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

perlu diubah; '

'b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagmmana dlmaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
' Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan’ Reses, bag1 lepman dan Anggota
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operaswnal-

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

: Mengin;gat' : 1.AUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam ngkungan
Propinsi Djawa Tengah; - R '

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tent_ang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

r



“

Yw

Kolusi.dan_Nepotisme (Lembaran: Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); »

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), ' . : v '
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang |
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234});

. Undang-Undang Nomor 23 = Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
~ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan _Pernerintah - Nomor ‘58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 _tentan'g'
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 5104};

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 ’I‘ahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

' Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

10.

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan - Keuangan = Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

=



Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelplaan ,
Keuangan Daerah "

11. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan = dan Pertanggungjawaban = Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067); :

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8
* Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan' dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 76) ; -

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif ~dan
Turijangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten

: Karanganyar Tahun 2017 Nomor 70); -

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG
BESARAN TUNJANGAN ~KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL
'PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. | )

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupatx Karanganyar
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana

‘Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017,
Nomor 70), diubah sebagal benkut : l;/



f 1 Ketentuan Pasal 2 d1ubah sehlngga Pasal 2 berbunyl‘;;r'

v ’sebagal benkut

Lot T | Pasa12 C
_*Besaran Tunjangan Komun1kas1 Intensxf dan Tunjangan
- Reses bagi Pimpinan dan - Anggota DPRD ‘serta Dana

o Operasional Pimpinan DPRD dltetapkan berdasarka.n :‘:‘ -

S kelomp0k kemampuan keuangan daerah rendah

. 2‘::;Ketentuan Pasal 3 dlubah sehmgga Pasal 3 berbuny1 sebaga1 . o

o ) b'berlkut ) _
Pasal 3

PR Besaran 'I‘unjangan Komumkam Intens1f bagl lepman dan o

L Representa31 Ketua DPRD

_ Anggota DPRD - sebagaxmana ‘dimaksud ~dalam Pasal 2
 diberikan paling banyak sebesar 3 (txga) kah Uang

; fS.fKetentuan Pasal 4 dlubah sehmgga Pasal 4 berbuny1 sebagal L

Pasal 4

L Besaran Tunjangan Reses bag1 lepman dan Anggota DPRD .f_ S

SRR SRR »sebagan'nana dlmaksud dalam Pasal 2 diberikan palmg T
x o = ‘banyak sebesar 3 (ttga) kall Uang Representas1 Ketua DPRD

N 4 Ketentuan ayat (1) Pasal 5 dlubah sehmgga Pasal 5 berbunyl .
SR sebagalbenkut e R .

Pasal 5 N SR

7”~v:;';:.':: o '::,. - : '.v(l) Dana Operasmnal Ketua. DPRD sebagmmana dimaksud T

 dalam Pasal 2 diberikan pahng banyak sebesar 2 (dua) , B
kall Uang Representa31 Ketua DPRD o ‘ : Lo

(2) Uang Representas1 Ketua DPRD ditetapkan sebesar: .
: " Rp 2.100. 000 00 (dua Juta seratus r1bu ruplah] -

s, ‘Ketentuan ayat (1) Pasal 6 dlubah sehlngga Pasal 6 berbuny1 i

f‘;""sebagax benkut R
| | o Pasa16

Representasx ‘Wakil Ketua DPRD

o : (1) Dana Operaswnal Wakﬂ Ketua DPRD dlbenkan palmg" A:f: “-; }‘
banyak sebesar 1, 5 (satu koma hma) kali Jumlah Uang » j

- ,‘ (2) Uang Representam Wakil Ketua DPRD dltetapkan sebesar - ,
Rp 1.680.000, OO (satu Juta enam ratus delapan puluhl R

- ribu ruplah) B I AR [‘/ "




Pasal II

Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setlap orang mengetahumya, ‘memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

~ Ditetapkan di Karanganyar
- pada tanggal 16 mwn\ﬁetgon

BUP TI KARAN ANYAR/

JULIYA’I‘MON
) Dlundangkan d1 Karanganyar
~ pada tanggal 6. Novembecaot} | |
KABUPATEN KARANGANYAR,"

SEKRETARIS D

SAMSI

E BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR (Ol

' Telah dikoordinasikan

Pejabat Paraf

Asisten Pemerintahan

2. | Sekretaris DPRD

,, 1:‘,"1'



.

- Agar - setiap orang mengetahumya, : memenntahkan_
- -v.'dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganya.r R
" Dltetapkan d1 Karanganyar

o | pada tanggal 16 November 2017 E
BUPATI KARANGANYAR

B SRR R © JULIYATMONO
o V:FM'DmndangkandlKaranganyar o S
R pada tanggal 16 November 2017
SEKRETARIS i KABUPATEN KARANGANYAR

o Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan N '

v .pengundangan Peraturan Bupati ini- dengan Penempatannya:



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar = setiap ~“orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 November 2017
 BUPATI KARANGANYAR

OuN—

3 | "JULIYATMONO |
Diundangkan di Karanganyar |
pada tanggal 16 November 2017
KABUPATEN KARANGANYAR,

SEKRETARIS DAJ:




